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PEMBANGUNAN NASIONAL:

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021
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PN1
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadlian

PN 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 4
Revolusi Mental dan Pembangunan 

Kebudayaan

PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan 

Transformasi Pelayanan Publik

PN yang memperoleh penekanan di tahun 2021

“Mempecepat Pemulihan

Ekonomi dan Reformasi

Sosial”

TEMA RKP 2021

1. Pemulihan Industri, 

Pariwisata, dan Investasi

2. Reformasi Sistem

Kesehatan Nasional

3. Reformasi Sistem

Perlindungan Sosial

4. Reformasi Sistem

Ketahanan Bencana

FOKUS PEMBANGUNAN

Prioritas Nasional (PN)



o Penguatan upaya pencegahan, 

penanggulangan, pemulihan

terhadap pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

o Penguatan sistem dan respon

peringatan dini bencana alam dan

bencana nonalam

o Peningkatan capaian penurunan

emisi dan intensitas emisi GRK 

dengan penurunan emisi GRK 

pada sektor lahan, industri, energi

Prioritas Nasional 6:

Membangun Lingkungan

Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim

Alokasi Anggaran PN 6: 

Rp6.656,6 M

Dengan kenaikan 1,8% 
(untuk non operasional)

ARAH PEMBANGUNAN 

DALAM LENSA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
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SOSIAL 

EKONOMI LINGKUNGAN

PEMBA-

NGUNAN 

BERKELAN-

JUTAN

Penguatan

ketahanan pangan



PILAR LINGKUNGAN:

ARAH KEBIJAKAN LINGKUNGAN (KETAHANAN PANGAN) 
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Pekerja di sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan

adalah segmen terbanyak

(sebesar 27,33% atau 34,58 

juta orang)

Sumber daya dapat

dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan dan 

ketersediaan di komunitas

(baik di desa maupun kota)

Eksternalitas negatif dapat

dikurangi dan biaya

transportasi logistik lokal saja

KONDISI SAAT INI:
BERALIH PADA PEMBERDAYAAN 
BERSKALA KOMUNITAS 1. Pengembangan Kawasan pertanian terintegrasi

hulu-hilir berbasis kebutuhan pasar

2. Pemanfaatan lahan sub-optimal dan 

pencegahan terjadinya alih fungsi lahan

3. Sinergi anggaran dan outcome program riset

dan teknologi pertanian

4. Optimalisasi pembiayaan dan asuransi

pertanian

5. Peningkatan daya saing produk pertanian

dengan pemanfaatan teknologi dan 

pengembangan industi pengolahan

6. Optimalisasi program Kawasan Rumah Pangan

Lestari dan Urban Farming

7. Pengembangan produk unggulan berdaya

saing ekspor

8. Penguatan peran penyuluh dalam 

pendampingan petani

9. Edukasi diversifikasi pangan berbasis kearifan

lokal

10. Sinergi dan sinkronisasi data pertanian melalui 

optimalisasi Konstra Tani

ARAH KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN



PILAR LINGKUNGAN:

ARAH KEBIJAKAN LINGKUNGAN
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1. Perpres No. 86/2018 tentang Reforma

Agraria

2. Perpres No. 77/2018 tentang

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

3. Inpres No. 8/2018 tentang Moratorium 

Sawit

4. PP No. 46/2017 tentang Instrumen

Ekonomi Lingkungan Hidup

5. Perpres No. 88/2017 tentang

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam

Kawasan Hutan

6. Perpres No. 1/2016 tentang Restorasi

Gambut

7. Inpres No.11/2015 tentang Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan

KEBIJAKAN BERBASIS 

LINGKUNGAN & 

PEMBERDAYAAN EKONOMI 

MASYARAKAT

Sasaran Pembangunan (2021)

Penurunan emisi gas rumah kaca 23-55-

24,14% 

*menuju target 29% di 2030

Kondisi terkini berdampak yang baik

pada lingkungan global:

o Kualitas udara membaik

o Penurunan emisi CO2 & krisis iklim

terabaikan

o Peningkatan kualitas udara

perkotaan

o Peningkatan kualitas air

o Peluang meningkatnya

Keanekaragamanhayati



CONTOH: 

DANA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN

6Sumber: Paparan SAM MenLHK, 2019

PERPRES NO. 77 TAHUN 2018

Sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mendanai

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan Dana 

Lingkungan Hidup

o Upayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup

yang transparan, efisien, efektif, proporsional dan

akuntabel

o Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan

internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan

hidup

Tujuan PDLH:

“Melestarikan Fungsi

Lingkungan Hidup”

o Penghimpunan Dana : 

Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup; Dana 

amanah/bantuan konservasi

o Pemupukan Dana

o Penyaluran Dana

PDLH melalui



Penetapan kedua target kontribusi penurunan emisi Gas Rumah

Kaca Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia:1

o Tidak ada perubahan angka target penurunan (NDC mitigasi)

o Komitmen baru tentang ocean

o NDC Adaptasi meningkatkan ketahanan iklim

2

o Dokumen MRV sebagai basis data penghitungan

o Dana akan masuk melalui BPDLH

o Direncanakan addendum ada LoI dengan fokus antara lain pada

pencapaian target NDC, tanpa offset; cakupan baru dari mangrove 

dan gambut, governance misal joint consultative group

Kerja sama RI- Norwegia dengan rencana pembayaran dalam

waktu dekat senilai US$ 56 juta (atau Rp840 milyar) oleh

pemerintah Norwegia atas prestasi dalam penurunan emisi GRK 

(Result Based Payment) berdasar Letter of Intent (LoI)

KONDISI TERKINI:

NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION  & LOI RI-NORWEGIA
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KONDISI TERKINI:

REGULASI NILAI EKONOMI KARBON
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Rencana regulasi instrument nilai ekonomi karbon (carbon pricing)

Unsur terkait NDC dan pembangunan rendah karbon1

Pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat tingkat global, nasional dan lokal2

Diutamakan pada target 29% sesuai kemampuan sendiri3

Nilai dalam Regulasi: politik sumber daya alam & lingkungan; Aspek keadilan

ekonomi hingga tingkat grass root4

Komponen dasar dalam regulasi: 5

o nilai ekonomi karbon (perdagangan karbon: cap and trade, carbo offset, result 

based payment, pajak atas karbon)

o kegiatan mitigasi dan adaptasi sebagai legal basis NDC

o instrumen monitoring, pelaporan dan verifikasi

o instrument registry atas jasa karbon, pelibatan pihak.
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DANA LINGKUNGAN HIDUP:

SKEMA ALUR BISNIS
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DANA LINGKUNGAN HIDUP:

POTENSI PENDANAAN 
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